BAB Il1
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dikemukakan

kesimpulan berikut:

1. KPPU dalam melakukan penanganan perkara-perkara persekongkolan tender,
harus membuktikan pemenuhan segala unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal
22 UU No 5/1999. Unsur tersebut meliputi pelaku usaha, bersekongkol, pihak
lain, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dan menyebabkan
persaingan usaha tidak sehat, segala unsur-unsur yang terkandung merupakan satu
kesatuan yang harus dibuktikan. Pemenuhan unsur-unsur ini menjadi
pertimbangan untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal

22 UU No0.5/1999.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Perpres No 54 Tahun 2010 jo. Perpres
No 4 Tahun 2010 masih kurang efektif dalam mencegah terjadinya
persekongkolan tender, dimana pada UU No0.5/1999 pada Pasal 22 UU No0.5/1999
menerapkan pendekatan rule of reason, sehingga KPPU mengalami kesulitan
dalam melakukan pembuktian akan suatu persekongkolan tender. Selain itu,
sanksi hanya dapat dikenakan bagi pihak pelaku usaha dan tidak berlaku bagi
pemerintah dikarenakan ketidakberwenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi
kepada pejabat pemerintah tersebut. Perpres N0.54/2010 jo. Perpres N0.4/2015

yang dimana mengharuskan pihak Panitia Tender dalam tender pemerintah
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tersebut untuk menandatangani suatu Pakta Integritas( Pasal 12 ayat 2 huruf e)
yang dimana merupakan ikrar agar tidak melakukan tindakan kolusi, korupsi dll.
Semua pengumuman pelelangan diadakan melalui e.procurement (Pasal 131 )
ditujukan agar transparan dan dapat meminimalisir terjadinya persekongkolan
tender. Segala upaya tersebut belum dapat mencegah terjadinya persekongkolan
tender hal ini dilihat dari Putusan KPPU Tahun 2013 sampai dengan 2014, kasus
persekongkolan tender masih dominan, terdapat 15 Kasus yang dimana semuanya
merupakan tender milik pemerintah dan melibatkan pejabat panitia tender yang

merupakan unsur pemerintah

2. Kedudukan panitia tender pada kasus persekongkolan tender sebagai pihak lain,
Sehingga KPPU berwenang untuk mengadili panitia tender. KPPU tidak dapat
memberikan sanksi admisitratif terhadap panitia tender, KPPU hanya dapat
memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat pantia tender bersangkutan untuk

menjatuhkan sanksi administratif.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dikemukakan beberapa saran sebagai

berikut.

1. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and
clean government) harus digalakkan dalam setiap proses tender pengadaan
barang/jasa khususnya. Pemerintah dalam hal ini harus melaksanakan prinsip-
prinsip akuntabiltas, keterbukaan serta mewujudkannya dengan tindakan dan

peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen) sehingga dapat mewujudkan
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terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stake holders)
secara adil, transparan, profesional, dan akutanbel untuk mencegah terjadinnya

praktek persekongkolan tender.

2. Perlu kajian dan amandemen dalam penerapan pendekatan yang digunakan
dalam persekongkolan tender, mengingat dalam sering kali timbul kesulitan bagi

KPPU dalam pembuktiannya praktek persekongkolan tender tersebut.

3. Perlunya kerjasama antara instansi pemerintah dan lembaga-lembaga yang
berwenang lainnya terkait pencegahan, pengawasan dan penindakan atas praktek

persekongkolan tender.
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